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A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak daput dihindari
oleh seluruh masyarakat duniu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari
masyamkat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus
berpartisipasi  dalam mewujudkan  kepemerintahan yang baik (good
governance). Cood governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari
salah alokasi dana investasi. pencegahan korupsi baik secara politikal dan
administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga
elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparanst
dibangun atas dasar atas dasar kebebasan mcmperoleh informasi.  Partisipasi
maksudnya  mengikutsertakan keterlibatan  masyarakat datani pembuasan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan.

Untuk  mewnjuden good governance  diperfukan  perubahan
paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis. ketika
pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma
baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi
ketergantuwgan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu
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berkompctensi  baik  secara regional. nasienal ~ maupun  intemasicnal.
Menanggapi  paradigma basu  tersebut  maka pemerintah memberikan
otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang betujuan untuk memungkinkan
daerah mengurus dan mengatur rumah iangganya sendiri agar berdaya guna
dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
serta dalam rangka pclayanan kepada masyarakat.

Pada saat dimulainya otonomi dacrah harapan yang muncul
adalah pemerintah daerah semakin mandui dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan maupun melakukan pembangunan di dacrah masing-masing. karena
setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh
karena itu daerah juga diberi kcbebasan dalam hal penyajian laporan keuangan.
Laporan keuangan pada pemenntah daerah dapat memberikan infoimasi yang
digunakan sebagai dasar penyusunan angeasan pada periode berikutnya,
penilaian prestasi keija pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oieh
suvatu cntitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Keuangan
lerutama digurakan untuk membandingkan realisasi  pendapatan, belanja.
transfer. dan pembiayaan dengan anggaian yang telah ditetapakan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efcktivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan. dan membante menentukan ketaatannya terhadap peranman
perundang-undangan.

Seiring dengan rcformasi dibidang keuangan negara. meka perlu
dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar

reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salab satu
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